
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 
NOMOR  :   27    TAHUN  2019 

 

 
TENTANG 

 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  

NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa untuk memenuhi kedaulatan pangan, Kemandirian 

Pangan dan Ketahanan Pangan di daerah Pemerintah Daerah 

menetapkan Cadangan Pangan Daerah; 

b. bahwa agar pengelolaan Cadangan Pangan Daerah berjalan 

baik perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Tim 

Pelaksanaannya; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian; 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat 
 

 

 

 

 

 

: 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah:  

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-undang Nomor Darurat Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagaimana 

Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4554); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5680); 

 

 



 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik                                                 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322). Intruksi Presiden Nomor 3 

Tahun 2012, tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan 

Penyaluran Beras oleh Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentng 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peratutan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan 

Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah; 

 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG  

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

HULU SUNGAI TENGAH. 

  

Pasal  I 

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 

24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah 

Kabupaten Hulu sungai Tengah diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 5 

 

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Dinas 

Ketahanan Pangan dan Perikanan; 

(2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam 

pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibuat Tim 

Pelaksana; 

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sekretariat 

: 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 

- Kepala Bidang Ketahanan Pangan 

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, 

dan dan Pengembangan Daerah 

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) 

- Inspektorat Kab. HST 

- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

- Dinas Pertanian  

- Perum Bulog 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Bidang 

Ketahanan Pangan) 

(4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 



 

 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

 
 
 

 

  Ditetapkan di 
pada tanggal 

: 
: 

Barabai 
 

   BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 
 
 

 
A. CHAIRANSYAH 

 
 
Diundangkan di : Barabai 

pada tanggal :  

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 

 

 

AKHMAD TAMZIL 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019 

NOMOR   : 


